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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
lndonesia Tahun 1950); 

ten tang 
Dalam 

Tahun 1950 
Ka bu paten 

Nomor 14 
Dae rah- Dae rah 

1. Undang-Undang 
Pem ben tukan 

Mengingat 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tersebut di atas, Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 
dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

a. bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Rekomendasi 
Gubernur Jawa Barat Nomor 2073/0T.03/0RG tentang 
Rekomendasi Pembentukan UPTD Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bekasi dan 
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang 
Pembenlukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
dan Sadan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BEKASI 

24 TAHUN 2021 NOMOR 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 ten tang Pedoman 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenlang Perubahan 
Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

8. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tah un 2015 
ten tang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) scbagaimana tclah diubah dcngan Peraturan 
Menteri Dalam Ncgeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tcntang Pembcntukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 

4. Dinas adalah Dinas Pernberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi; 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi; 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Bekasi; 

7. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 
(PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi; 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BEKASI 
DIN AS DAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN PADA 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) 

MEMUTUSKAN 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2); 

11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas 
dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi 
(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 15). 

Menetapkan 



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 
menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional 
dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang 
mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan 
khusus, dan masalah lainnya berdasarkan kebijakan Bupati 
Bekasi yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi. 

Pasal3 

Bagi an Ked ua 
Togas Pokok 

(2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dipimpin 
oleh seorang Kepala. UPTD Perlindungan Perempuan dan 
Anak (PPA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak mclalui Sekretaris Dinas. 

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 
dan Anak (PPA) yang selanjutnya dalam Peraturan ini 
disebut UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 
dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak 
yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 

Pasal 2 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kcdudukan 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai 
Negeri Sipil yang dibcri tugas, wcwenang dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterarnpilannya 
dalam upaya mcndukung kelancaran tugas pokok 
perangka.t daerah; 

9. Kegiatan tcknis opcrasional adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung 
berhubungan dengan pclayanan masyarakat; 

10. Kegiatan teknis pcnunjang adalah tugas untuk 
melaksanakan kcgiatan untuk mcndukung pclaksanaan 
tugas organisasi induknya. 



(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) sebagaimana tercantum 
dalam Lam.piran Peraturan ini. 

( 1) Organisasi U PTD terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kclompok Jabatan Pclaksana; 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 6 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
tcrdiri dari unsur-unsur : 
a. Pimpinan adalah Kcpala UPTD Pcrlindungan Percmcpuan 

dan Anak (PPA); 
b. Pelaksana Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Pelaksana Teknis; 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 5 

BAB III 
ORGAN.lSASJ 

Bagian Kesatu 
Unsur-unsur Organisasi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, 
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
menyelenggarakan fungsi layanan: 
a. pengaduan masyarakat; 

b. penjangkauan korban; 

c. pengelolaan kasus; 

d. pcnampungan sementara; 

e. mediasi; dan 
f. pendampingan korban. 

Pasal4 

Bagian Ketiga 
Fungsi 



(4) Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam 
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, 
mempunyai uraian tugas utama sebagai berikut: 
a. melaksanakan pelayanan pengaduan masyarkal bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah 
kekerasan perlindungan khusus dan masalah 
lainnya; 

(3) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, 
mempunyai uraian tugas manajerial sebagai berikut: 
a. melaksankan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, 

RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU, 
LAKTP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis 
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 
mengoordinasikan pelaksanaan program dan 
kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi 
dengan unit kerja terkait. 

(2) Kepala UPTD Pcrlindungan Pcrcrnpuan dan Anak (PPA) 
dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, mempunyai 
fungsi : 
a. pengkoordinasian dan pengendalian scmua kegiatan 

penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; 
b. penyusunan program kerja UPTD PPA; 
c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 
d. pcngevaluasian hasil kerja UPTD PPA; 
e. pembinaan dan meningkatkan kemampuan para 

pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan 
f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA. 

(1) Kepala UPTD Perlindungan Percmpuan dan Anak (PPA) 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 
menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional 
dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak 
yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus, dan masalah lainnya berdasarkan 
kebijakan Bupati Bekasi yang rnenjadi kewenangan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupalen Bekasi; 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
Bagian Tugas Unsur Organisasi 

Paragraf 1 
Kepala UPTD 



(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala 
yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada 
Kepala UPTD; 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengelolaan surat menyurat urusan 
kcuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan 
administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan 
program kerja serta pelaporan. 

Pasal 8 

Paragraf 2 
Sub Bagian Tata Usaha 

(5) Kcpala UPTD Pcrlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 
dalam menyclcngarakan tu gas pokok dan f ungsinya 
mcmpunyai uraian tugas pcnunjang scbagai bcrikut : 
a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvctarisasi 
perrnasalahan lingkup tugas serta mencari altcrnatif 
pernecahannya, mcnyusun laporan pclaksanaan 
tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 
atasan; 

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada 
bawahan scsuai dengan pedoman dan kctcntuan 
yang bcrlaku; dan 

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diberikan oleh pirnpinan sesuai dcngan tugas pokok 
dan fungsi. 

lainnya; 
c. melaksanakan pengclolaan kasus bagi pcrempuan 

dan anak yang mcngalami masalah kekerasan 
pcrlindungan khusus dan masalah lainnya; 

d. mengupayakan pcnampungan sementara bagi 
perempuan dan anak yang mcngalami masalah 
kekerasan perlindungan khusus dan masalah 
lainnya; 

e. melaksanakan mediasi bagi pcrempuan dan anak 
yang mengalami masalah kekcrasan perlindungan 
khusus dan masalah lainnya; 

f. melaksanakan pcndampingan korban bagi 
pcrempuan dan anak yang mcngalami masalah 
kekerasan perlindungan khusus dan masalah 
lainnya. 

bagi 
masalah 
masalah 

melaksanakan penjangkauan korban 
perempuan dan anak yang mengalami 
kekerasan perlindungan khusus dan 

b. 



penyusunan profil, kehumasan 
pusat arsip (Record Center) UPTD; 

c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian 
lingkup UPTD meliputi layanan administrasi kenaikan 
pangkat, kcnaikan gaji berkala (KGB), daftar urut 
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai 
(Karpcg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau 
keluarga, Taspen, Taperurn, pcnsiun, membuat 
usulan formasi pegawai, penyusunan analisis jabatan 
dan analisis beban kerja, membuat usulan izin 
belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan 
pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian 
penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka 
Kredit {PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran 
disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti 
pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat 

ketatausahaan, 
dan pcngelolaan 

pclayanan b. melaksanakan 

(5) Kcpala Sub Bagian Tata Usaha dalam mcnyelcnggarakan 
tugas pokok dan fungsinya, mcmpunyai uraian tugas 
utama scbagai bcrikut: 
a. melaksanakan pengadaan pcrlengkapan, perbekalan, 

pemcliharaan dan pcnataan gedung kantor serta 
pendistribusian keperluan alat tulis kantor {ATK) 
UPTD; 

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan 
tugas pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas 
manajerial sebagai berikut : 
a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, 

RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, 
Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. mclaksanakan penyusunan bahan kebijakan tcknis 
penyusunan rcncana opcrasiona1 bcrupa petunjuk 
teknis dan Standar Operasional Proscdur (SOP) scrta 
mcngoordinasikan pclaksanaan program dan kcgiatan 
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

c. mclaksanakan penyusunan bahan koordinasi dcngan 
unit kcrja tcrkait; 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan 
tugasnya, mernpunyai fungsi scbagai berikut : 
a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; 
b. pengelolaan administrasi keuangan; 
c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan 

kerumahtanggaan; 
d. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
e. penyusunan rencana dan program kerja serta 

pelaporan. 



(1) Kclompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok 
memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian 
dan keterampilan tertentu. 

(2) Kelompok Jabatan F'ungsional dalam melaksanakan 
tugas pokoknya bertanggung jawab secara langsung 
kepada Kepala Dinas dan memiliki tanggungjawab 
koordinatif kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub 
Bagian dan Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan 
dengan pelak.sanaan tugas Jabatan Fungsional. 

(3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan. 

Pasal 9 

Paragraf 3 
Kelompok Jabatan Fungsional 

(6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan 
tugas pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas 
penunjang sebagai berikut : 
a. melaksanakan penyusunan rencana dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisasi 
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif 
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan 
tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; 

b. mcmbcrikan saran dan pcrtimbangan teknis kepada 
atasan; 

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada 
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang 
berlaku; 

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi. 

konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat 
usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan 
dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan 
perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan 
Daftar Penilaian Sasaran Kincrja Pegawai (SKP);dan 

d. menyiapkan Laporan Realisasi Semester Pertama 
Pendapatan dan Belanja UPTD serta Prognosis 
6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 ( tujuh) hari 
kerja setelah semester pertama tahun anggaran 
berkenaan berakhir. 



(3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib 
mernimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

(4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok 
Jabatan Fungsional dan Kelornpok Jabatan Pelaksana 
wajib mengikuti dan mernatuhi petunjuk dan 

integrasi, koordinasi, menerapkan prinsip-prinsip 
sinkronisasi dan simplifikasi. 

( 1) Kepala UPTD melaksanakan tugas baik teknis 
operasional maupun teknis administratif berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya 
menyclcnggarakan hubungan fungsional dengan instansi 
lain yang berkaitan dengan fungsinya. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan 
Furigsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib 

Pasal 11 

BAB IV 
TATA KERJA 

(2) Kelompok Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas 
pokonya bertanggungjawab secara langsung kepada 
Jabatan Pengawas di atasnya. 

(3) Jabatan Pelaksana dikelompokan dalam klasifikasi 
Jabatan PNS yang menunjukan kesamaan karakteristik, 
mekanisme dan pola kerja. 

(4) Klasifikasi Jabatan PNS ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

(1) Jabatan Pelaksana memiliki tugas pokok melaksanakan 
kegiatan pelayanan publik serta adrninistrasi 
pemerintahan dan pembangunan .. 

Paragraf 4 
Kelompok Jabatan Pelaksana 

Pasal 10 

(4) Pcnetapan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan 
sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya. 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan 
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Pasal 13 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

tugas tambahan wajib melaporkan 
Lugasnya kepada atasan yang 

Bawahan yang diberi 
hasil pelaksanaan 
menugaskan. 

(4) 

(1) Kepala UPTD dan Kcpala Sub Bagian Tata Usaha dapat 
menugaskan bawahannya di luar tugas dan fungsi 
jabatan yang tclah ditetapkan sebagai tugas tambahan 
scpanjang masih bcrkaitan dengan pelaksanaan tugas 
dan fungsi perangkat dacrah. 

(2) Pcmberian tugas tambahan dari atasan kcpada bawahan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mcmpertimbangkan bcban kerja pelaksanaan tugas dan 
fungsi jabatan dari bawahan yang ditugaskan. 

(3) Togas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) harus ditetapkan sebagai target kinerja di dalam 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari setiap bawahan yang 
diberi beban tugas tambahan. 

Pasal 12 

(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD clan Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha wajib mengadakan rapat berkala 
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh atasan dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan laporan lebih Janjut. 

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, lembusan 
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

bertanggungjawab pada atasan masing-rnasing serta 
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara 
berkala dan tepat waktu menurut jenjang jabatannya 
masing-masing. 



\.u u 
BERITA DAERAH KABUPATEN BEK.AS! TAHON 2021 NOMOR 24 

Diundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 18 Juni 2021 

~ \s KRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

BUPATI BEK.AS!, 

ttd. 

EK.A SUPRIA ATMAJA 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada Langgal 1 7 Juni 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 14 



ITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 24 

Diundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 18 Juni 2021 

\ ~EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

BUPATI BEKASI, 

ttd. 

EK.A SUPRIA ATMAJA 

KE PALA 
UPTD 
; 
I 
I --------- I 

I 

SUB 8/\CIAN 
TATA USAHA 

Kl£LOMPOK 
JAI1ATAN 

PEL/\KS/\NA 

KELOMPOK 
JABATAN 

F'UNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK (PPA) PADA DJNAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BEKASI 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR : 24 TAHUN 2021 
TANGGAL : 17 JUNI 2021 
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA 
TATA KER,JA UNlT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN 
DAN ANAK (PPA) PADA DINAS 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN 
BEKASI 


